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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pidie

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 56 Undang-Undang
No.1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, BPK-RI telah
memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran (T'A) 2006
yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pidie. Laporan Keuangan tersebut terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran TA 2006, Neraca per 31 Desember 2006, Laporan
Aliran Kas TA 2006 dan Catatan Atas Laboran Keuanngan TA 2006. Laporan Keuangan
tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie. Tanggung jawab BPK-RI
terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie

TA 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI.

BPK-RI melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
yang ditetapkan BPK-RI. Standar Pemeriksaan tersebut mengharuskan BPK-RI
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan
laporan keuangan meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan
juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan

yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, serta penilaian terhadap penyajian laporan



keuangan secara keseluruhan. BPK-RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan

dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
mengharuskan BPK-RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang yang terkait apabila
terdapat ketidakpatuhan terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecurangan, serta ketidakpatutan, apabila dalam melaksanakan pemeriksaan laporan
keuangan, BPK-RI menemukan hal-hal tersebut. Namun pemeriksaan yang dilakukan
BPK-RI tidak dirancang untuk secara khusus menemukan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kecurangan serta  ketidakpatutan.
Pemeriksaan BPK-RI tidak bertujuan untuk menyatakan opini kepatuhan atas hal-hal

tersebut.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29

Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hasil Pemeriksaan BPK-RI mengungkapkan bahwa terdapat beberapa temuan

pemeriksaan yang material antara lain:

1. Pengeluaran Belanja Modal pada Sekretariat Daerah dan Dinas Kimpraswil
Sebesar Rp2.721.292.500,00 Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan Instansi
Vertikal.

2. Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan dan RSUD Sigli Sebesar
Rp1.273.667.445,00 Terlambat Disetorkan ke Kas Daerah.

3. Penggunaan Belanja Tidak Tersangka Sebesar Rp806.433.000,00 Tidak Sesuai
Peruntukkannya.

4. Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan Pada Sektretariat Daerah Sebesar
Rp555.061.360,00 Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap dan Sah.



Menurut pendapat BPK-RI, kecuali atas hal yang diuraikan dalam paragraf di atas
laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie per tanggal 31 Desember 2000,
dan Realisasi Anggaran serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melakukan Pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan kondisi
ketidakpatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketidakpatutan
yang material. Temuan ini telah dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan
dengan surat nomor 06.II/LHP/XIV.9/6/2007 tanggal 28 Juni 2007 kepada

Pemerintah Kabupaten Pidie.

Dalam melakukan Pemeriksaan laporan keuangan ini, BPK-RI mengungkapkan kondisi
pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah dimuat dalam Laporan
atas Pengendalian Intern dengan surat nomor 06.111/LHP/XIV.9/6/2007 tanggal 28
Juni 2007 kepada Pemerintah Kabupaten Pidie.

Banda Aceh, Mei 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh
Pemimpin Tim,

Victor. D Siahaan, SE.Ak
Akuntan Reg. Neg. D-44218



LAPORAN KEUANGAN POKOK

1. Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Pidie
Laporan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2006

(Audited)
(dalam rupiah)
No Uraian Anggaran Realisasi
1 2 3 4

1 PENDAPATAN 587.062.793.087,00 562.366.151.940,67
11 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.239.669.712,00 11.149.364.182,00
1101 Pajak Daerah 3.912.902.130,00 4.174.239.184,00
1102 Retribusi Daerah 4.645.299.500,00 3.239.470.202,00
1103 Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan 150.000.000,00 959.022.293,00
1104 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.531.468.082,00 2.776.632.503,00
12 DANA PERIMBANGAN 576.823.123.375,00 551.216.787.758,67
12 01 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 78.419.639.760,00 58.907.537.763,67
12 02 Dana Alokasi Umum 391.468.000.000,00 391.468.000.000,00
12 03 Dana Alokasi Khusus 41.400.000.000,00 41.400.000.000,00
12 04 Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 65.535.483.615,00 59.441.249.995,00
2 BELANJA 603.332.298.855,00 562.157.186.417,61
2.1 APARATUR DAERAH 188.603.625.130,00 181.311.443.934,00
2.1.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 121.224.962.719,00 124.286.680.953,00
2.1.1.1 Belanja Pegawai / Personalia 80.059.480.379,00 85.985.518.865,00
2.1.1.2 | Belanja Barang Jasa 30.501.620.640,00 28.057.661.928,00
2.1.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas 6.305.377.700,00 6.100.921.980,00
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 4.358.484.000,00 4.142.578.180,00
2.1.2 BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 38.475.336.852,00 32.591.122.037,00
2.1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 15.882.089.017,00 15.092.430.017,00
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.410.360.491,00 13.080.865.658,00
2.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 3.303.179.844,00 2.751.741.620,00
2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 1.879.707.500,00 1.666.084.742,00
2.1.3 BELANJA MODAL 28.371.677.079,00 23.901.992.464,00
2.1.4 Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan 531.648.480,00 531.648.480,00
Bantuan Keuangan kepada Organisasi Kemasyarakatan 531.648.480,00 531.648.480,00

2.2 BELANJA PELAYANAN PUBLIK 374.329.138.725,00 341.614.180.781,61
2.2.1 BELANJA ADMINISTRASI UMUM 159.076.431.193,00 155.169.400.717,00
2.2.1.1 Belanja Pegawai / Personalia 150.098.520.803,00 146.543.083.464,00
2.2.1.2 Belanja Barang Jasa 7.129.102.890,00 6.958.215.765,00
2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 608.000.000,00 455.899.900,00
2.2.1.4 | Belanja Pemeliharaan 1.240.807.500,00 1.212.201.588,00
2.2.2 BELANJA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN 120.718.413.599,00 108.601.480.463,61




1 2 3 4
2.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia 10.336.444.000,00 8.962.918.966,00
2.2.2.2 Belanja Barang Jasa 79.713.388.607,00 75.756.738.225,00
2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas 2.043.390.000,00 1.879.354.800,00
2.2.2.4 | Belanja Pemeliharaan 28.625.190.992,00 22.002.468.472,61
2.2.3 BELANJA MODAL 94.534.293.933,00 77.843.299.601,00
2.2.4 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 39.399.535.000,00 38.473.051.702,00
2.2.5 BELANJA TIDAK DISANGKA 1.000.000.000,00 758.510.000,00
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT (16.269.505.768,00) 208.965.523,06
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 17.273.505.768,00 17.278.856.868,00
3.1.2 Transfer Dari Dana cadangan - -
3.1.3 Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi - -
3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan - -
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 17.273.505.768,00 17.278.856.868,00
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
3.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
3.2.3 Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo - -
Pembiayaan Netto 16.273.505.768,00 16.278.856.868,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 4.000.000,00 16.487.822.391,06




2. Neraca Daerah

Pemerintah Kabupaten Pidie
Neraca Daerah
Tahun Anggaran 2006

(Audited)
(dalam rupiah)
Uraian 2006 2005
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah 16.487.822.391,67 17.278.856.869,00
Piutang Pajak 497.743.452,00 561.8685009,00
Piutang Retribusi 781.787.412,00 250.580.000,00
Piutang Lainnya - 1.000.978.360,00
Persediaan 1.197.376.100,00 2.270.037.094,00
Jumlah Aset Lancar 18.964.729.355,00 21.362.320.823,00
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 3.306.725.078,00
Jumlah Investasi Permanen 1.000.000.000,00 3.306.725.078,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 1.000.000.000,00 3.306.725.078,00
ASET TETAP
Tanah 81.132.506.553,00 65.542.460.653,00
Peralatan dan Mesin 53.667.375.836,00 44.290.195.956,00
Gedung dan Bangunan 147.448.498.068,00 108.051.264.009,00
Jalan, Jembatan,Irigasi, Jaringan dan Instalasi 317.556.087.015,00 295.788.632.233,00
Aset Tetap Lainnya 25.729.790.601,00 10.116.413.157,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 0 0
Akumulasi Penyusutan 0 0
Jumlah Aset Tetap 625.534.258.073,00 523.788.966.008,00
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran - 41.010.000,00
Jumlah Aset Lainnya - 14.820.000,00
JUMLAH ASET 645.498.987.428,00 548.499.021.909,00




Uraian 2006 2005
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0 0
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0 0
Utang Jangka Pendek Lainnya 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN 0 0
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Perhitungan Anggaran (SILPA) 16.487.822.391,00 17.278.856.869,00
Cadangan Piutang 1.279.530.864,00 1.813.426.860,00
Cadangan Persediaan 1.197.376.100,00 2.270.037.094,00
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 18.964.729.355,00 21.362.320.823,00
EKUITAS DANA INVESTASI
Diinvestasikan dalam Investasi Permanen 1.000.000.000,00 3.306.725.078,00
Dilnvestasikan dalam Aset Tetap 625.534.258.073,00 523.788.966.008,00
Dilnvestasikan dalam Aset Lainnya 0 41.010.000,00
Dana Yang Harus Disediakan utk Utang Jk. Panjang 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 626.534.258.073,00 527.136.701.086,00
EKUITAS DANA CADANGAN
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 0 0
JUMLAH EKUITAS DANA 645.498.987.428,00 548.499.021.909,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 645.498.987.428,00 548.499.021.909,00




3. Laporan Aliran Kas

Pemerintah Kabupaten Pidie

Laporan Aliran Kas
Tahun Anggaran 2006

(Audited)
(dalam rupiah)
URAIAN JUMLAH
1 2 3
I | ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
1. | Aliran Kas Masuk
PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.149.364.182,00
Pajak Daerah 4.174.239.184,00
Retribusi Daerah 3.239.470.202,00
Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan 959.022.293,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2.776.632.503,00
DANA PERIMBANGAN 551.216.787.758,67
Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 58.907.537.763,67
Dana Alokasi Umum 391.468.000.000,00
Dana Alokasi Khusus 41.400.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi 59.441.249.995,00
Total Aliran Kas Masuk 562.366.151.940,67
2. | Aliran Kas Keluar
Belanja Administrasi Umum 279.456.081.670,00
Belanja Pegawai/Personalia 232.528.602.329,00
Belanja Barang dan Jasa 35.015.877.693,00
Belanja Perjalanan Dinas 6.556.821.880,00
Belanja Pemeliharaan 5.354.779.768,00
Belanja Operasional Pemeliharaan 141.192.602.500,61
Belanja Pegawai/Personalia 24.055.348.983,00
Belanja Barang dan Jasa 88.837.603.883,00
Belanja Perjalanan Dinas 4.631.096.420,00
Belanja Pemeliharaan 23.668.553.214,61
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 39.004.700.182,00
Belanja Tidak Tersangka 758.510.000,00
Total Aliran Kas Keluar 460.411.894.352,61
Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi 101.954.257.588,06
Il | Aliran Kas dari Aktivitas Investasi
1. | Aliran Kas Keluar
Belanja Modal 101.745.292.065,00
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1 2 3
Total Aliran Kas Keluar 101.745.292.065,00
Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 101.745.292.065,00
111 | Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan
1. | Aliran Kas Keluar
Penyertaan Modal 1.000.000.000,00
Total Aliran Kas Keluar 1.000.000.000,00
IV | AKTIVITAS NON ANGGARAN
Aliran Kas Bersih Aktivitas non Anggaran
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (791.034.476,94)
Saldo Awal Kas 17.278.856.868,00

Saldo Akhir Kas

16.487.822.391,06

11




4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Pendahuluan

Laporan Keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi
kesalahpahaman di antara pembacanya, untuk menghindari kesalahpahaman, harus dibuat
catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam
memahami Laporan Keuangan. Oleh karena itu , penyajian catatan atas Laporan Keuangan
dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas

hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan

Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2006
meliputi kebijakan-kebijakan akuntansi dan penjelasan pos yang terinci atau analisis atas nilai
suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang

memadai yaitu:

Maksud dan tujuan
Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bahagian dari Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBD dengan memuat penjelasan
pos-pos Neraca dan Arus Kas.
Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Pelaksanaan
APBD tahun 2006 yang meliputi:
a. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target
b. lhktisar pencapaian kinerja keuangan
c. Kebijakan akuntansi yang penting
d. Penjelasan pos-pos laporan keuangan
e. Pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dan informasi

tambahan lainnya.

Dasar Hukum

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan didasarkan pada :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
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. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4575);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;

. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
fiskal mengadung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk
memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara
Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan diatas, maka pengaturan
pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut.
Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas
beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka
pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat
pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayananan kepada
masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk
memungut pajak dan retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue
sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Dan Daerah
juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari
luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai
kesulitan arus kas Daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.

Kemudian Penyusunan APBD Tahun 2006 didasarkan pada pendekatan
kinerja yang mengutamakan output, outcome dan manfaat dari setiap alokasi biaya
yang direncanakan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel,
disiplin, adil, efisien dan efektip. Transparasi dan akuntabilitas merupakan wujud
pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran sementara
disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan
belanja, prinsip yang lain yang dilaksanakan prinsip partisipatif untuk
mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja

yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.
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Sumber-sumber pembiayaan Daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi fiskal meliputi :
a. Pendapatan Asli Daerah
Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-
sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan
potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi
diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan
dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan
pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Daerah diberikan
kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak
dan retribusi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi
tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan
yang secara teoritis dan praktek merupakan jenis pungutan yang baik.
b. Dana Perimbangan
1) Bagian Daerah dalam bentuk bagi hasil penerimaan (Revenue Sharing).
Untuk menambah pendapatan Daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi
yang menjadi kewenangan dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan
bukan pajak (SDA) antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor
25 Tahun 1999.
2) Dana Alokasi Umum.
Implikasi langsung dari kewenangan/ fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai
dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kebutuhan dana yang cukup
besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk
dana pertimbangan.
Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak
antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara
Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25 % dari

Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan
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C.

3)

memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan
untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.
Berdasarkan konsep fiscal gap, retribusi DAU daerah-daerah yang memiliki
kemampuan  relatif  besar akan  lebih  kecil ~dan  sebaliknya
daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh
DAU vyang relatif besar.

Dana Alokasi Khusus.

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal
dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah  untuk membantu membiayai
kebutunan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan
tersedianya dana dalam APBN.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan
kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan
menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama
dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya : kebutuhan dikawasan transmigrasi,
kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan
terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer dan (ii) kebutuhan yang
merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Implementasi konsep DAK di Indonesia mencakup pula alokasi dana untuk kegiatan
penghijauan dan reboisasi, dimana pembiayaannya berasal dari penerimaan Dana
Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan 40 % nya kepada Daerah penghasil.
Pembiayaan dari DAK-DR sejalan dengan keinginan Pemerintah untuk melibatkan
Pemerintah Daerah penghasilan Dana Reboisasi dalam kegiatan penghijauan dan
reboisasi kawasan hutan di Daerahnya, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu

kegiatan yang menjadi prioritas nasional.

Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat

menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari

Dalam Negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari Luar Negeri dengan

persetujuan Pusat.
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Sumber Pinjaman adalah dari dalam negeri (dari Pemerintah Pusat, atau dengan penerbitan

obligasi) dan dari Luar Negeri, dengan persetujuan dan melalui Pemerintah Pusat.

Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie meliputi:
a. Entitas Pelaporan
Pemerintah Kabupaten Pidie memberikan wewenang kepada Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah untuk mengelola
administrasi keuangan daerah beserta pelaporan keuangannya.
Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah selaku
entitas pelaporan melakukan fungsi penganggaran, fungsi verifikasi, fungsi
perbendaharaan dan fungsi akuntansi.
Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Reaisasi ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
Atas Laporan Keuangan.
b. Basis akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk
pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam perhitungan realisasi
anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca.
c. Pengakuan dan Pengukuran
1) Pendapatan
Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau
nilai nominal yang tertera pada dokumen Surat Tanda Setoran (STS) atau
dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing,
dan tidak mencatat jumlah netonya atau setelah dikompensasikan dengan

pengeluaran.
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2) Pengakuan Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah dan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran berdasarkan
jumlah nominal yang terdapat pada dokumen Surat Perintah Membayar
(SPM) sesuai dengan posnya masing-masing.
3) Pengakuan Investasi
Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi
salah satu kriteria:
a) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial
dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah.

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai
pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan
realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka
panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menetapkan kebijakan
akuntansi berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Format laporan keuangan tahun 2006 sesuai dengan Kepmendagri Nomor 29
tahun 2003, sedangkan untuk tahun 2006 sistem dan prosedur mengikuti ketentuan
Kepmendagri 29 tahun 2003 namun format laporan keuangan telah mengacu kepada
Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2005.

Dalam sistem akuntansi pemerintah Daerah, kebijakan akuntansi yang

diterapkan mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan.
Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
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yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk
digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis
pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen
bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan,
suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga, pita cukai dan leges,
bahan baku, barang dalam proses/ setengah jadi, tanah/ bangunan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat.

Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi
(misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau

kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat

berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam

pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan

sebagai perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan
sebagai persediaan.
b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan
dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan
persediaan yang terakhir diperoleh.

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar

persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang
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diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara
sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

c. Pengungkapan

Persediaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang
digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi
yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat ;

3) Kondisi persediaan;

4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya
persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset Tetap

a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai.
Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri,
misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan
hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan

Republik Indonesia berada bersifat permanen.
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1) Pengakuan
Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi
perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti
sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara
hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga
pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan
biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang
dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran
pada saat perolehan.

3) Pengungkapan
Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di dalam
catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan pula:
Dasar penilaian yang digunakanRekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan
akhir periode menurut jenis tanah yangmenunjukkan:
Penambahan;
- Pelepasan;

- Mutasi Tanah lainnya.

b. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau
dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah

dan dalam kondisi siap dipakai.
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Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa

Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu
Titik Kontrol.

1) Pengakuan

2)

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode
akuntansi ketika asset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja
modal yang diakui untuk aset tersebut.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung
dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya
meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan
adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan
baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan
ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena
peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan
efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian.

Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan
berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran
pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan aset tetap tersebut.
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Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan
meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,
serta jasa konsultan.
3) Pengungkapan
Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.
Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
* Penambahan;
» Pengembangan; dan
* Penghapusan;
¢) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan

Bangunan;

c. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud
fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel
dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio,
Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium,
Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi,
Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat
Peraga, serta Unit Proses/Produksi.
1) Pengakuan
Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode
akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja
modal yang diakui untuk aset tersebut.
Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan

Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
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Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi:
penambahan,pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah
peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru,
diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan
pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena
peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan
efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan
berkurangnya kuantitas asset tersebut.

2) Pengukuran
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai
siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari
pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta
biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi
nilai kontrak,biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa
konsultan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Pengungkapan
Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu
di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:
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- Penambahan;
- Pengembangan; dan
- Penghapusan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan
dan Mesin.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun

oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

BMN vyang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan,

Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1) Pengakuan
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada
periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah
belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan,
Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
Pengakuan atas Jalan, lIrigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya
meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah
peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru,
diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan
pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut.
Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena
peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan
efisiensiensi dan penurunan biaya pengoperasian.
Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dikarenakan

berkurangnya kuantitas aset tersebut.
2) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya

yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap
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pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui
kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa
konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari
meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran

bangunan lama.

3) Pengungkapan
Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.
Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:
a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:
- Penambahan;
- Pengembangan; dan
- Penghapusan;
c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan,

Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan
Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini
adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah

Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.
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1)

2)

3)

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode
akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal
yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap
Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi:
penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset
Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar.
Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset
Tetap Lainnya tersebut.

Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan

berkurangnya kuantitas aset tersebut.

Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi
pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya
perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi
biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan

jasa konsultan.

Pengungkapan
Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya. Selain itu di
dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

(1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
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(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
(3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap

Lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Karena Konstruksi Dalam Pengerjaan belum diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi
dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara, maka Konstruksi
Dalam Pengerjaan belum diproses dalam SABMN sehingga langsung dibukukan
oleh Unit Akuntansi Keuangan dan hanya disajikan dalam Neraca. Konstruksi
Dalam Pengerjaan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam
Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah.
1) Pengakuan
Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk
digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika
biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses
pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan
setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan
sesuai dengan tujuan perolehannya.
2) Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
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- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang
mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan;
pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi;
penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis
yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya
rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan
dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan
untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan;

- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya.

Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian

dan jangka

b) waktu penyelesaiannya;

¢) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

d) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

e) Uang muka kerja yang diberikan;

f) Retensi.

g. Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan

perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
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h. Aset Bersejarah (Heritage Assets)
Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut
harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan
bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti
candi, dan karya seni (works of art).
Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu
aset bersejarah,
1) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara
penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
pelepasannya untuk dijual,
3) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu
berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat
mencapai ratusan tahun.
Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak
terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama
bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi,
warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya
tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit
monumen.
Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan
sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk
seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam

kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
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Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada
pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan
untuk ruang perkantoran.

Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti

aset tetap lainnya.
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Pos-Pos Laporan Keuangan

32

1. Neraca
Per Per
Uraian 31 Desember 2006 31 Desember 2005
(Rp) (Rp)
Kas di Kas Daerah 16.487.822.391 17.278.856.869
Merupakan saldo kas di Kas Daerah per
31 Desember 2006 dan 2005, dengan
rincian sebagai berikut:
= Kas pada PT. Bank BPD Aceh 5.982.598.830,55 14.264.026.227
Cabang Sigli

= Kas pada PT. BRI Cabang Sigli 10.495.589.844,16 1.639.539.841
» Uang Muka Kerja 9.633.716,00 1.375.290.801

Jumlah 16.487.822.391 17.278.856.869
Piutang Pajak 497.7434520 561.868.500
Merupakan  saldo  piutang  pajak
berdasarkan  administrasi di  Dinas
Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Pidie yang sudah ada SKP /
SKPT, namun belum dibayar oleh wajib
pajak pada tanggal 31 Desember 2006
dan 2005 dengan rincian sebagai berikut :
= Piutang Pajak Hotel dan Restoran 14.559.000 271.948.500
= Piutang Pajak Penerangan Jalan 270.544.452 -
= Piutang Pajak Bahan Galian Gol. C -
= Piutang Pajak Sarang Burung Walet 212.640.000 289.920.000
= Piutang Pajak Hiburan - -

Jumlah 497.743.452 561.868.500
Piutang Retribusi 781.787.412 197.566.672



Merupakan saldo piutang Retribusi per 31

Desember 20065 dan 2005 dengan rincian

sebagai berikut :

= Piutang Retribusi Persampahan

= Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

= Piutang Retribusi Jasa Usaha Penjualan
Produksi Usaha Daerah

= Piutang Jasa Usaha Pemakaian

= Kekayaan Daerah

Jumlah

228.003.112 161.748.000
250.690.708 35.818.672
303.093.592 -
781.787.412 197.566.672

Persediaan

Merupakan saldo persediaan barang habis
pakai/material pada satuan-satuan kerja di
Kabupaten Pidie per 31 Desember 2006 dan
2005 dengan rincian sebagai berikut:

= BPKRSU Sigli

= Dinas Pendapatan, Kebersihan dan
Pertamanan

= Dinas Perhubungan
= Dinas Pertanian

= Dinas Kesehatan
» Gudang Farmasi

= Bagian Umum Sekretariat Daerah

1.197.376.100

105.552.622

360.225.725

785.425.125

2.172.960.254

105.552.622
215300

4.000.000
186.350

2.159.682.822

Jumlah

1.197.376.100

2.172.960.254

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Merupakan saldo Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Pidie pada PT.
Bank BPD Aceh per 31 Desember 2006
dan 2005. Dalam tahun 2005 tidak
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1.000.000.000

3.306.725.078



terdapat penambahan investasi.

Tanah
Merupakan saldo tanah per 31 Desember
2006 dan 2005, dengan rincian sebagai
berikut:

= Tanah Lahan Perkebunan

= Tanah Lahan Perikanan

= Tanah Alang-alang

= Tanah Penggunaan Lain

= Tanah Bangunan Gedung

= Tanah Bangunan Bukan Gedung

= Tanah Lahan Pertanian

Jumlah

Peralatan dan Mesin
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per
31 Desember 2006 dan 2004, dengan
rincian sebagai berikut:

= Alat-alat Besar

= Alat-alat Angkutan

= Alat Bengkel dan Alat Ukur

= Alat Pertanian

= Alat Kantor dan Rumah Tangga

= Alat Studio dan Komunikasi

= Alat Kedokteran/Kesehatan

= Alat Laboratorium

Jumlah
Gedung dan Bangunan

Merupakan saldo Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2006 dan 2006, dengan
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71.202.082.483

2.119.049.000

55.612.036.583

2.104.049.000

344.661.000 138.737.000
758.852.000 57.672.000
9.205.694.100 8.595.192.000
58.773.826.383 44.716.386.583
71.202.082.483 55.612.036.583

59.105.540.940

22.287.330.530
829.745.000
2.293.315.880
28.650.119.650
1.346.622.750
3.389.787.845
308.659.285

44.290.196.046

6.241.200.000
15.158.831.530
157.345.000
717.035.000
19.510.570.666
741.391.000
1.572.433.975
191.388.875

59.105.540.940

44.290.196.046

147.448.498.068

83.816.664.885



10.

rincian sebagai berikut:

= Bangunan Gedung Tempat Kerja

= Gedung Tempat Tinggal/Rumah Dinas
= Bangunan Pasar

= Bangunan Tempat ibadah

= Bangunan Gedung Olah raga

= Bangunan Papan Bilboard

= Monumen dan Tugu

Jumlah
Jalan, Irigasi dan Jaringan

Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan
Jaringan per 31 Desember 2006 dan
2005, dengan rincian sebagai berikut:

= Jalan dan Jembatan

= Bangunan Air dan Irigasi

= Instalasi Air Minum/Bersih/Sumur Bor
= Instalasi Air Limbah/kotor

= Jaringan Air Minum

= Jaringan Listrik

= Jaringan Telepon

Jumlah

Aset Tetap Lainnya

Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per
31 Desember 2006 dan 2005, dengan
rincian sebagai berikut:

= Buku/ Perpustakaan

= Hewan Ternak dan Tanaman
= Survey Kesehatan

Jumlah
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124.120.831.441

90.641.712.152

21.786.808.713 15.868.963.943
- 55.487.500

- 303.581.000

- 194.639.600

- 34.174.814

- 952.975.000
147.448.498.068 108.051.264.009
317.568.755.497 281.410.037.017
275.042.514.066 259.913.065.966
35.819.617.009 33.884.401.645
5.465.503.140 1.413.289.622
460.321.500 232.242.000
130.839.000 71.916.000
578.827.300 224.252.000
58.465.000 49.465.000
317.556.087.015 281.410.037.017
13.958.755.497 10.116.413.157
4.247.492.905 1.718.439.775
9.711.262.592 8.306.343.382

- 91.630.000

13.958.755.497 10.116.413.157




11.

12.

13.

14.

15.

Konstruksi dalam Pengerjaan
Merupakan saldo Konstruksi Dalam
Pengerjaan per 31 Desember 2006 dan
2005 dengan rincian sebagai berikut:
= Jalan (Kimpraswil)
= Jembatan (Kimpraswil)
= Bangunan Gedung (DPRD)
= Bangunan Tempat Kerja (Terminal)/

Dinas Perhubungan
= Irigasi ( Kimpraswil )

Jumlah

Akumulasi Penyusutan
Tidak  terdapat saldo  Akumulasi
Penyusutan per 31 Desember 2006 dan
2005. Akumulasi penyusutan masih
bersaldo  nihil  dikarenakan  belum
diterapkannya penyusutan atas aset tetap
yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan
Tidak terdapat saldo Dana Cadangan per
31 Desember 2006 dan 2005.

Piutang Angsuran

Merupakan saldo Piutang Angsuran per
31 Desember 2006 dan 2006, yang
merupakan sisa cicilan penjualan aktiva
tetap.

Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Tidak terdapat saldo Utang Perhitungan
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9.674.660.566

2.310.058.741

754.095.450
1.306.813.000
1.314.224.675

3.989.358.700

9.674.660.566

102.820.000
41.010.000



16.

17.

18.

19.

20.

Fihak Ketiga per 31 Desember 2006 dan
2005.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Tidak terdapat saldo Bagian Lancar
Utang Jangka Panjang per 31 Desember
2006 dan 2005.

Utang Jangka Pendek Lainnya

Tidak terdapat saldo Utang Jangka
Pendek Lainnya per 31 Desember 2006
dan 2005.

Utang Dalam Negeri
Tidak terdapat saldo Utang Dalam
Negeri per 31 Desember 2006 dan 2005.

Ekuitas Dana Lancar

Merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar

per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan

rincian sebagai berikut:

= Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA)

= Cadangan untuk Piutang

= Cadangan untuk Persediaan

Jumlah

Ekuitas Dana Investasi
Merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi
per 31 Desember 2006 dan 2005 dengan
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18.864.729.355

16.487.822.391

1.279.530.864
1.197.376.100

21.362.320.823

17.278.856.869

1.813.426.860
2.270.037.094

18.964.729.355

21,362.320.823

526.534.258.073

523.829.976.008



dirincikan sebagai berikut :

Diinvestasikan ~ dalam  Investasi
Permanen

Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Dana Yang Harus Disediakan untuk

Hutang Jangka Panjang

Jumlah
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1.000.000.000

625.534.258.073 523.788.966.008
- 41.010.000
526.534.258.073 527.135.701.086




2. Laporan Arus Kas

(dalam rupiah)

Uraian Jumlah
1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

1.1 Aliran Kas Masuk
Merupakan saldo Aliran Kas Masuk per 31 Desember 2006 ~ 562.366.151.940,67
yang terdiri dari :
» Pendapatan Pajak Daerah 4.174.239.184,00
» Pendapatan Retribusi Daerah 3.239.470.202,00
» Pendapatan Hasil Perusahaan Milik Daerah/Hasil 959.022.293,00

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

= Lain-lain PAD Yang Sah 2.776.632.503,00
= Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 491.775.537.763,00
= Tranfer Pemerintah Provinsi 59.441.249.995,00

Jumlah
1.2 Aliran Kas Keluar

Merupakan saldo Aliran Kas Keluar per 31 Desember 2006
yang terdiri dari :

= Belanja Pegawai

= Belanja Barang

= Belanja Pemeliharaan

» Belanja Perjalanan Dinas

= Bantuan Sosial

» Belanja Tak Terduga

Jumlah
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562.366.151.940,67

460.411.894.352

256.583.951.426
123.853.481.462
29.023.332.982
11.187.918.300

39.004.700.182
758.510.000

460.411.894.352




2.1 Aliran Kas Keluar
Uraian
Merupakan saldo Aliran Kas Keluar per 31 Desember 2006
yang terdiri dari :
» Belanja Tanah
= Belanja Peralatan dan Mesin
» Belanja Gedung dan Bangunan
= Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

= Belanja Aset Tetap Lainnya

Jumlah

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

3.1 Aliran Kas Masuk
Uraian
Merupakan saldo Aliran Kas Masuk per 31 Desember 2006

yang terdiri dari :

Jumlah

3.2 Aliran Kas Keluar
Uraian
Merupakan saldo Aliran Kas Keluar per 31 Desember 2006

yang terdiri dari penyertaan modal

Jumlah
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2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Jumlah
101.745.292.065

15.590.045.900

9.377.179.880
39.397.234.059
21.767.454.782
15.613.377.444

101.745.292.065

Jumlah

Jumlah
1.000.000.000,00

1.000.000.000,00




4. SALDO AKHIR KAS
4.1 Saldo Awal Kas
Uraian
Merupakan saldo Awal Kas Masuk per 31 Desember 2005

Jumlah

4.2 Saldo Akhir Kas
Uraian

Merupakan saldo Awal Kas Masuk per 31 Desember 2006.

Jumlah

41

Jumlah
17.278.856.868

17.278.856.868

Jumlah
16.487.822.391

16.487.822.391




Penutup

Permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pidie selama tahun

2006 dan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

b.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Terbatasnya kemampuan SDM aparatur untuk mengindentifikasi
tugas-tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing unit kerja untuk
menata organisasi perangkat daerah yang rasional sesuai kebutuhan

daerah.

Perampingan struktur organisasi di tingkat daerah akan membawa
dampak negatif bagi pejabat struktural yang hilang jabatannya, sebelum
disiapkan jabatan fungsional.

Terlambatnya pencairan dana yang bersumber dari DAU dan Migas serta

ketidakpastian mengenai Plafond Dana pada setiap tahun anggaran.

Terbatasnya aparatur pengelolaan barang milik daerah mengakibatkan
pengelolaan barang daerah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengelolaan
barang.
Belum adanya sistem pengelolaan barang yang dapat memberikan

informasi yang cepat, tepat dan akurat tentang kondisi barang, sehingga
menyebabkan laporan mengenai inventaris barang daerah baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak belum dapat

dipertanggungjawabkan secara baik dan benar.

Pemecahan Permasalahan

1)

Perlu ditingkatkan SDM aparatur khususnya di bidang kelembagaan untuk
mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang
kelembagaan agar terwujudnya postur organisasi yang efisien, efektif dan

profesional sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
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2)

3)

4)

5)

6)

Diupayakan pembentukan jabatan fungsional yang sesuai dengan potensi

dan kebutuhan daerah.

Perlu segera dikelompokkan Peraturan Pengganti yang lebih akomodatif

dan aspiratif.

Pemerintah Pusat hendaknya lebih tepat waktu dalam menyalurkan dana

DAU, Migas dan dana perimbangan.

Perlu dilakukan pembinaan teknis pengelolaan barang sesuai dengan
Peraturan Mendagri Nomor 152 Tahun 2004 kepada setiap pemegang
barang dan pengurus barang dari setiap unit kerja jajaran Pemerintah

Kabupaten Pidie.

Diperlukan adanya suatu sistem penanganan pengelolaan barang melalui
sistem manajemen pengelolaan barang daerah guna mengakomodir
kegiatan pengelolaan barang daerah dengan menggunakan program
aplikasi secara terstruktur dan terintegrasi sehingga memudahkan

penanganan dan monitoring serta pengawasan.
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GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

b. Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

c. Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

d. Pasal 1 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

e. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) BPK-RI Tahun Anggaran 2007.

. Standar Pemeriksaan, yaitu:
Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN).

Entitas Yang Diperiksa
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Pidie di
Sigli.

. Tahun Anggaran Yang Diperiksa
Tahun Anggaran 2006, yaitu untuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

. Tujuan Pemeriksaan

Untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang

disajikan dalam laporan keuangan mendasarkan kepada kriteria :

a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah dan atau prinsip-prinsip
akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosure).

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

d. Efektivitas sistem pengendalian intern.
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6. Sasaran Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD TA 2006 meliputi pengujian atas saldo atas akun-akun yang
ada di neraca dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Aliran Kas, dan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan

Keuangan.

7. Batasan dan Kendala Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan
atas Laporan Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah
Daerah  belum memahami sepenuhnya sistem pembukuan berganda
(double entry) dan dasar pencatatan akrual.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2006

Dl

SIGLI

AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA IV
PERWAKILAN BPK-RI DI BANDA ACEH

Nomor : 06.111 /LHP/X1V.9/6/2007
Tanggal : 28 Juni 2007
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BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME LAPORAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pidie

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pasal 31 Undang-undang No. 17 Tahun 2003, dan Pasal 56 Undang-
undang No. 1 Tahun 2004, dan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2006, BPK-RI
telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran
(TA) 2006 yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Pidie. Laporan Keuangan
tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran TA 2006, Neraca per 31 Desember
2006, Laporan Arus Kas TA 2006 dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2006.
Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie.
Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2006 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI.

Atas pemeriksaan tersebut, BPK-RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan
Keuangan yang memuat opini Wajar dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2006 dengan surat nomor 06.1/LHP/XIV.9/6/2007
tanggal 28 Juni 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan dengan surat nomor
06.11/LHP/X1V.9/6/2007 tanggal 28 Juni 2007.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2006 tersebut

dilakukan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang



ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk
merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan
agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan
pendapat. Standar tersebut juga mengharuskan BPK-RI untuk mengungkapkan

kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

Kelemahan dalam pengendalian intern atas pelaporan keuangan TA 2006 yang

ditemukan BPK-RI adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Belum
Sepenuhnya Mengacu Kepada Ketentuan Yang Berlaku

2. Pengendalian atas Pengeluaran Belanja Pemeliharaan atas Alat Angkutan
Bermotor Belum Memadai

Secara lebih rinci diuraikan pada Laporan Atas Pengendalian Intern.

Banda Aceh, Mei 2007
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan BPK-RI di Banda Aceh

Pemimpin Tim,

Victor. D Siahaan, SE.Ak
Akuntan Reg. Neg. D-44218



GAMBARAN UMUM PENGENDALIAN INTERN

1. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
a. Pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Kepmendagri No 29 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
c. Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara

2. Organisasi
Sesuai dengan Qanun (Peraturan Daerah), terakhir dengan Qanun Nomor 2 Tahun
2001 tanggal 2 Mei 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Pidie, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 06 tanggal 8 Mei
2001, organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh
tiga Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Qanun tersebut Penatausahaan
Pembukuan atas Pelaksanaan APBD termasuk penyusunan Laporan Keuangan
Daerah diselenggarakan oleh Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah yang
terdiri dari empat Sub Bagian yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian
Pembukuan, Sub Bagian Perbendaharaan serta Sub Bagian Verifikasi dan

Administrasi Kas Daerah.

3. Kebijakan
Dalam pengelolaan APBD, Pemerintah Kabupaten Pidie telah mengikuti
kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat seperti
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman
penyusunan APBD TA 2006 dan 2007, pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran, Bentuk dan Susunan APBD. Sebagai penjabaran lebih
lanjut dari ketentuan/peraturan perundang-undangan tersebut dan untuk menjamin
terciptanya kondisi yang baik dan bertanggung jawab atas pelaksanaan,

penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah, Bupati Pidie telah



menetapkan beberapa kebijaksanaan tertulis melalui penerbitan surat keputusan

antara lain mengatur:

a. Penetapan pejabat dan pegawai yang diberi wewenang untuk menandatangani
SKO, SPP, SPMU, SPJ, Daftar Penggajian, dan Surat Ketetapan Penghentian
Pembayaran (SKPP).

b. Penetapan dan penunjukan Atasan Langsung Pemegang Kas, Pemegang Kas
pada Sekretariat Daerah, Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pidie.

c. Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kelemahan

diantaranya terdapat pengeluaran-pengeluaran atas beban Belanja Sekretariat

Daerah yang tidak sesuai ketentuan pada Pengeluaran Belanja Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan serta Pengeluaran Belanja Tidak Tersangka. Selain itu

terdapat ketidakhematan dan pengeluaran tidak sesuai ketentuan pada Belanja

Modal pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

Prosedur

Prosedur kerja yang dilaksanakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Belanja pada
Pemerintah Kabupaten Pidie TA 2006 secara garis besar telah mempedomani
ketentuan yang berlaku. Kelemahan pelaksanaan prosedur kerja yang ditemukan
antara lain masih terdapat keterlambatan penyampaian Surat Pertanggungjawaban
dari beberapa Dinas, Kantor dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pidie.

Personalia

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sesuai Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2001 tanggal 2 Mei 2001, Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten
Pidie dihadapkan pada permasalahan penataan pegawai seiring tugas dan fungsi
bagian ini yang semakin luas terutama kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Daerah sesuai Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.



6. Perencanaan
Penentuan besarnya APBD dirumuskan secara bersama-sama dalam rapat Panitia
Anggaran Legislatif dan Eksekutif untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPRD. Tahap sebelumnya masing-masing satuan Kkerja
terlebih dahulu menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan
Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang dikoordinir oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Pencatatan
Pelaksanaan pencatatan atas transaksi keuangan daerah untuk belanja pada Dinas
Kantor dan Badan yang mengelola anggaran pada umumnya telah memadai dan

berpedoman pada ketentuan yang ada.

Namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan pencatatan Buku Kas
Umum Bendaharawan Umum Daerah (BUD) antara lain terdapat administrasi

pengeluaran kas daerah Tahun 2006 yang belum tercatat.

8. Pelaporan
Dalam pengelolaan belanja daerah oleh satuan kerja diketahui bahwa, para
pemegang kas belum secara tertib menyampaikan Laporan  Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Proyek kepada
Bagian Keuangan. Dalam pengelolaan Belanja Modal masing-masing unit kerja
belum menyampaikan Berita Acara Penyerahan secara tertib kepada Bagian Umum
dalam rangka inventarisasi aset daerah dan merupakan bagian pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD secara umum serta sebagai bagian pertanggungjawaban Kepala

Daerah setiap akhir tahun anggaran.

9. Pengawasan Intern
Kegiatan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Pidie dilaksanakan oleh Badan
Pengawas Daerah (Bawasda) Kabupaten Pidie, Bawasda Provinsi NAD dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk pelaksanaan penerimaan
pendapatan daerah dikelola oleh Sekretariat Daerah Bagian Keuangan, Dinas

Pendapatan, Perhubungan, Pertanian, Kesehatan, Perikanan/Peternakan, Perdagangan



dan Rumah Sakit Umum, namun demikian masih terdapat penerimaan yang terlambat
disetor ke Kas Daerah. Sedangkan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan jasa
konstruksi dalam belanja modal telah ditunjuk Konsultan Pengawas dan dinas teknis
yang terkait dalam pengelolaan Belanja Modal tersebut yang bertanggung jawab
kepada Pengguna Anggaran atas mutu dan kuantitas serta jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan, namun demikian masih terdapat pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai

dengan yang ditetapkan dalam kontrak.



TEMUAN PEMERIKSAAN

1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Belum

Sepenuhnya Mengacu kepada Ketentuan yang Berlaku

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pidie dilakukan oleh Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat
Daerah Kabupaten Pidie.

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pidie TA 2006 diselenggarakan dengan menggunakan sistem pembukuan double
entry dengan dasar modifikasi kas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah  Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengelolaan, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban Pengelolaan
APBD Tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Pidie telah melakukan modifikasi atas
susunan dan format penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2429/SJ/2005 tanggal 21 September 2005
perihal Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2006 dan Pertanggungjawaban
APBD TA 2005. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Pidie belum menyusun
Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah maupun Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Pidie berkewajiban menyusun
Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Perhitungan
Anggaran, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah.
Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 1 Mei 2007 Pemerintah
Kabupaten Pidie telah menyusun Laporan Keuangan Daerah yang terdiri atas
Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, dan Laporan Aliran Kas. Namun
demikian laporan keuangan tersebut masih belum sepenuhnya mengikuti
ketentuan yang berlaku dalam penyajiannya, sedangkan untuk Catatan atas

Laporan Keuangan masih dalam proses penyusunan.



